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Peran Keuangan Syariah dalam Mitigasi 

Perubahan Iklim Global 

_ 

 
Isu Kunci 

Policy Brief ini memuat poin-poin penting sebagai berikut : 

1) Aset keuangan syariah, seperti sukuk hijau dan instrumen berbasis syariah lainnya, berpotensi 

mendukung pendanaan proyek ramah lingkungan. Namun, implementasi di negara-negara OKI masih 

menghadapi tantangan, seperti keterbatasan instrumen keuangan, kurangnya kesadaran investor, 

serta regulasi yang belum harmonis di setiap negara tersebut. 

2) Pembiayaan syariah berkontribusi pada pembangunan ekonomi dengan mendukung pertumbuhan 

sektor industri dan investasi. Namun, pengaruhnya terhadap pengurangan emisi CO₂ masih terbatas 

karena sebagian besar pendanaan masih mengalir ke sektor yang intensif karbon, seperti industri 

manufaktur dan infrastruktur konvensional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan dan 

pengembangan inisiatif yang lebih spesifik untuk mendukung pembiayaan rendah karbon, misalnya 

melalui insentif bagi proyek energi terbarukan dan standar hijau bagi pembiayaan berbasis syariah. 

3) Untuk memastikan kontribusi maksimal keuangan syariah dalam mitigasi perubahan iklim, 

pengembangan kerangka kerja sukuk hijau, pemberian insentif pajak, dan subsidi untuk teknologi 

energi terbarukan sangat diperlukan. Penelitian menunjukkan bahwa negara-negara dengan kebijakan 

yang mendukung keuangan hijau, seperti Malaysia, mengalami peningkatan investasi pada sektor 

energi terbarukan melalui penerbitan sukuk hijau. Selain itu, diperlukan standarisasi praktik keuangan 

syariah antar negara OKI dan peningkatan kapasitas lembaga keuangan syariah melalui pelatihan agar 

dapat lebih efektif dalam mendukung transisi ke ekonomi rendah karbon. 

 

Ringkasan 

Degradasi lingkungan tetap menjadi tantangan utama di negara-negara OKI. Studi ini menemukan bahwa aset 

keuangan syariah berkontribusi pada pengurangan emisi CO₂ dengan mendukung investasi hijau, sementara 

pembiayaan perbankan syariah masih terbatas dalam mendanai proyek rendah karbon. Di sisi lain, 

pertumbuhan PDB meningkatkan emisi, meskipun FDI, urbanisasi, dan kawasan hutan berkontribusi dalam 

penurunannya. Saat ini, kebijakan lingkungan di negara OKI masih terfragmentasi, dengan beberapa negara 

mulai menerapkan regulasi sukuk hijau dan insentif pembiayaan hijau, seperti Malaysia dan Indonesia. 

Namun, kesenjangan dalam standar regulasi, keterbatasan instrumen, serta kurangnya insentif bagi lembaga 

keuangan syariah masih menghambat efektivitasnya. Keuangan syariah berpotensi mengisi celah ini dengan 

memperkuat peran sukuk hijau, memperluas kebijakan insentif pajak, serta meningkatkan kapasitas lembaga 

keuangan syariah dalam mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. 

Kata kunci: emisi CO2, keberlanjutan lingkungan, keuangan syariah, negara OKI.  
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Pendahuluan 

Masalah lingkungan menjadi perhatian 

utama di negara-negara berkembang dan maju. 

Menurut Intergovernmental Panel on Climate 

Change (IPCC 2023), pemanasan global 

diperkirakan akan meningkatkan suhu sekitar 1,0-

1,2°C, yang dapat berdampak signifikan terhadap 

kesehatan, mata pencaharian, ketahanan pangan, 

dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan perubahan 

iklim yang diterapkan selama 3-5 tahun ke depan 

akan memainkan peran penting dalam membentuk 

hasil pencegahan terhadap perubahan iklim. 

Penggerak utama kenaikan suhu global dan 

perubahan iklim adalah peningkatan gas rumah 

kaca, khususnya CO2, yang sebagian besar 

dipancarkan dari penggunaan bahan bakar fosil 

dalam kegiatan industri (Irfany et al. 2015). 

Sementara itu, ekspansi ekonomi mendorong 

konsumsi energi dan pembangunan, hal ini sering 

kali mengabaikan biaya lingkungan, yang 

menyebabkan degradasi lingkungan yang 

substansial.  

Berdasarkan diagram scatter plot pada 

Gambar 1, sebagian besar negara OKI masih berada 

pada tahap awal Kurva Kuznets Lingkungan (EKC), di 

mana pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan 

peningkatan degradasi lingkungan, sebagaimana 

diukur dengan emisi CO2. Penelitian oleh Grossman 

dan Krueger (1995) serta penelitian Ozcan dan 

Ozturk (2019) menunjukkan bahwa pada tahap 

awal pertumbuhan ekonomi, emisi cenderung 

meningkat seiring dengan aktivitas ekonomi hingga 

titik balik tercapai, di mana adopsi teknologi hijau 

dan regulasi yang lebih ketat dapat menyebabkan 

penurunan emisi. Dalam konteks negara OKI, 

meskipun pertumbuhan ekonomi yang signifikan 

sedang dialami, banyak yang belum mencapai titik 

balik ini. 

Pada tahun 2022, total aset yang dikelola 

dengan pertimbangan Lingkungan, Sosial, dan Tata 

Kelola (ESG) melampaui $35 triliun secara global, 

yang mencakup sekitar 36% dari semua aset yang 

dikelola secara profesional di seluruh dunia. 

Peningkatan substansial ini mencerminkan 

meningkatnya kesadaran dan perhatian investor 

tentang dampak lingkungan dari kegiatan ekonomi. 

ESG tidak lagi dipandang sebagai tren yang berlalu 

tetapi sebagai komponen penting dari strategi 

investasi yang bertanggung jawab dan 

berkelanjutan Meningkatnya kesadaran akan 

pentingnya memasukkan pertimbangan lingkungan 

ke dalam keputusan investasi diharapkan dapat 

mendukung upaya global untuk mengurangi emisi 

karbon dan mengurangi dampak perubahan iklim 

(IPMI et al. 2024). 

Gambar 1 Plot sebaran lingkungan Kuznets negara OKI (diadaptasi dari World Bank, 2020) 
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Perbankan syariah tidak hanya berdampak 

pada masyarakat dan ekonomi, tetapi juga 

lingkungan. Menurut Siswantoro dan Mahmud 

(2023), prinsip keuangan syariah mendukung 

investasi yang menguntungkan masyarakat dan 

lingkungan, seperti energi terbarukan. Hal ini 

terbukti di negara-negara mayoritas Muslim, di 

mana pembiayaan yang sesuai dengan Syariah telah 

memacu pertumbuhan sektor energi terbarukan 

dengan membuat modal eksternal lebih mudah 

diakses. Selain itu, ada sukuk hijau, yang merupakan 

instrumen keuangan syariah yang dirancang khusus 

untuk usaha ramah lingkungan. Sukuk ini 

merupakan contoh bagaimana instrumen keuangan 

syariah dapat memastikan keberlanjutan 

lingkungan. Sukuk hijau dapat dikembangkan lebih 

lanjut untuk mendukung upaya pelestarian 

lingkungan (Aslamah et al. 2023; Rehan et al. 2024). 

Dengan demikian, keuangan syariah dipandu oleh 

prinsip-prinsip yang melarang investasi dalam bisnis 

yang tidak etis seperti alkohol, tembakau, dan 

pornografi. Selama 5 tahun terakhir, keuangan 

syariah telah mengalami perkembangan yang 

signifikan di negara-negara OKI, ditandai dengan 

pertumbuhan aset yang substansial dan 

diversifikasi produk keuangan.  

Terdapat pengaruh yang diberikan oleh 

keuangan syariah (diproksikan dengan aset 

keuangan syariah dan pembiayaan syariah) 

terhadap perubahan iklim (diproksikan dengan 

emisi CO2) di negara OKI dari tahun 2013 hingga 

2023. Selain itu terdapat juga pengaruh aspek 

ekonomi lainnya (diproksikan dengan Produk 

Domestik Bruto (PDB), Foreign Direct Investment 

(FDI), tingkat urbanisasi, jumlah penggunaan energi 

terbarukan, jumlah luas lahan hutan. 

Pengaruh Keuangan Syariah 

Terhadap Perubahan Iklim di 

negara OKI  

Implikasi antara aset keuangan syariah dan emisi 

karbon bersifat negatif, yang berarti bahwa 

sebagian besar aset keuangan syariah (sukuk dan 

instrumen pembiayaan lainnya) telah memfasilitasi 

pembiayaan perlindungan lingkungan. Hal ini 

didukung oleh fakta bahwa negara-negara OKI 

dengan perkembangan keuangan syariah yang kuat 

melihat peningkatan dalam output energi 

terbarukan. Keuangan syariah dapat memfasilitasi 

dan meningkatkan pendanaan untuk proyek-proyek 

energi terbarukan (Siswantoro dan Mahmud 2023).  

Seperti yang dilaporkan oleh Islamic 

Development Bank (2022) yang menyoroti bahwa 

negara-negara OKI dengan perkembangan 

keuangan syariah yang lebih tinggi melihat 

peningkatan 15% dalam kapasitas energi 

terbarukan selama dekade terakhir. Misalnya, 

negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia, yang 

memiliki sektor keuangan syariah yang kuat, 

melaporkan peningkatan investasi energi 

terbarukan sebesar 20% setiap tahun karena 

penerbitan sukuk dan mekanisme keuangan syariah 

lainnya. (Irfany et al. 2024). 

Sementara itu, pembiayaan perbankan syariah 

telah menunjukkan implikasi positif terhadap 

peningkatan emisi karbon. Namun, implikasi dari 

temuan ini menunjukkan bahwa sekadar 

meningkatkan pendanaan tidak cukup untuk 

mengurangi tingkat CO2 secara efektif. Sementara 

keuangan syariah menyalurkan sumber daya untuk 

proyek-proyek berkelanjutan, dampak menyeluruh 

terhadap emisi karbon bergantung pada bagaimana 

dana ini digunakan dan sektor-sektor yang 

didukungnya. (Irfany et al. 2024).  

Pengaruh Faktor Ekonomi 

Lainnya Terhadap Perubahan 

Iklim di negara OKI 

PDB memiliki efek positif terhadap 

emisi karbon, yang menunjukkan bahwa 

peningkatan aktivitas ekonomi cenderung 

meningkatkan emisi dari sektor manufaktur, 

distribusi, dan konsumsi. Pertumbuhan 

ekonomi sering kali diiringi dengan 

peningkatan konsumsi energi berbasis fosil, 

yang menjadi kontributor utama emisi CO₂ 

(Olii 2024). Namun, tantangan utama bagi 

negara berkembang adalah menemukan 
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keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi 

dan keberlanjutan lingkungan. Beberapa 

negara telah mengadopsi kebijakan pajak 

karbon dan sistem perdagangan emisi untuk 

mengendalikan emisi, seperti Uni Eropa 

dengan Emissions Trading System (ETS), 

tetapi implementasi di negara berkembang 

masih menghadapi hambatan regulasi dan 

teknis. 

Di sisi lain, transisi ke energi terbarukan 

masih berjalan lambat, sehingga dampaknya 

terhadap pengurangan emisi karbon dalam 

jangka pendek belum signifikan. Studi di 

negara-negara OKI menunjukkan bahwa 

meskipun energi terbarukan mendukung 

pertumbuhan ekonomi, banyak industri 

masih bergantung pada bahan bakar fosil 

karena infrastruktur energi hijau yang belum 

memadai (Jia et al. 2023). Di negara 

berkembang, termasuk di negara-negara 

Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), adopsi 

energi terbarukan belum mampu 

mengimbangi pertumbuhan aktivitas 

industri, sehingga kontribusi terhadap 

penurunan emisi masih terbatas (Nuñez 

Alvarez et al. 2023). Untuk mempercepat 

transisi ini, kebijakan yang lebih inovatif 

seperti insentif pajak, skema pendanaan 

hijau, dan integrasi keuangan syariah dengan 

kebijakan lingkungan perlu diperkuat. 

Rekomendasi 

Dalam jangka pendek, pengembangan 

sukuk hijau harus didukung dengan 

standarisasi di negara-negara OKI. Kerangka 

kerja bersama perlu dibentuk untuk 

memastikan keseragaman standar dan 

transparansi pembiayaan hijau. Bank Sentral, 

Otoritas Jasa Keuangan, serta Islamic 

Financial Services Board (IFSB) berperan 

dalam implementasi ini. Selain itu, insentif 

pajak bagi perusahaan yang beralih ke energi 

terbarukan harus diberikan oleh Kementerian 

Keuangan guna mendorong transisi energi. 

Subsidi untuk penelitian dan pengembangan 

teknologi hijau juga perlu diperkuat oleh 

Kementerian Riset dan Teknologi. Di sisi lain, 

kapasitas lembaga keuangan syariah harus 

ditingkatkan melalui pelatihan tentang 

pembiayaan hijau yang diselenggarakan oleh 

Islamic Development Bank (IDB) dan asosiasi 

perbankan syariah. 

Dalam jangka menengah, 

pembangunan infrastruktur hijau menjadi 

prioritas. Investasi asing langsung (FDI) perlu 

didorong melalui kemitraan publik-swasta 

yang strategis. BKPM dan Kementerian 

Investasi harus menciptakan regulasi yang 

menarik bagi investor di sektor energi 

terbarukan. Transfer teknologi dari 

perusahaan multinasional dapat 

mempercepat pengembangan industri 

berbasis energi bersih. Pemerintah daerah 

berperan dalam penerapan zonasi hijau guna 

mengurangi jejak karbon perkotaan, 

sementara Otoritas Jasa Keuangan dan 

organisasi keuangan syariah harus 

meningkatkan literasi publik tentang sukuk 

hijau dan investasi ramah lingkungan. 

Dalam jangka panjang, diversifikasi 

produk keuangan hijau berbasis syariah harus 

diperluas. Islamic Financial Services Board 

(IFSB) dan Bank Indonesia perlu mendorong 

pengembangan instrumen seperti sukuk hijau 

berbasis proyek konservasi dan pembiayaan 

adaptasi iklim. Pemanfaatan teknologi 

blockchain harus diperkenalkan untuk 

meningkatkan transparansi pengelolaan dana 

hijau, dengan Bank Sentral dan regulator 

fintech syariah sebagai aktor utama. Selain 

itu, alat penilaian dampak lingkungan harus 

diintegrasikan dalam penerbitan sukuk hijau 
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guna memastikan kontribusi nyata terhadap 

pengurangan emisi karbon, dengan peran 

utama Otoritas Jasa Keuangan dan Islamic 

Development Bank (IDB). 

Kesimpulan  

Emisi karbon dipengaruhi oleh banyak 

faktor. Pertumbuhan ekonomi, yang diukur 

dengan PDB, cenderung meningkatkan emisi 

karbon dan konsumsi energi, terutama di 

negara-negara berkembang yang masih 

sangat bergantung pada bahan bakar fosil. Di 

sisi lain, aset keuangan Islam memiliki potensi 

untuk mengurangi emisi karbon dengan 

mendanai proyek- proyek energi terbarukan. 

Namun, pembiayaan perbankan Islam 

terkadang diarahkan pada industri-industri 

berbasis bahan bakar fosil, yang melemahkan 

manfaat lingkungannya. FDI dan populasi 

perkotaan yang terus bertambah dapat 

mengurangi emisi karbon dengan 

mengadopsi teknologi ramah lingkungan dan 

beralih dari kegiatan-kegiatan yang intensif 

karbon. Meskipun terjadi peningkatan 

konsumsi energi terbarukan, pengaruhnya 

terhadap penurunan emisi karbon terbatas 

karena ketergantungan yang terus-menerus 

pada bahan bakar fosil dan keterlambatan 

pembangunan infrastruktur energi bersih. 

Lebih jauh lagi, hutan-hutan besar bertindak 

sebagai penyerap karbon alami, menyerap 

CO dari atmosfer dan 2 meminimalkan 

konsekuensi dari perubahan iklim. 

Para pembuat kebijakan harus 

mengembangkan strategi yang 

menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi 

dengan keberlanjutan lingkungan. Karena 

pertumbuhan PDB sering dikaitkan dengan 

emisi karbon yang lebih tinggi, sangat penting 

untuk menerapkan kebijakan yang 

mempromosikan efisiensi energi dan 

teknologi yang lebih bersih seiring dengan 

ekspansi ekonomi. Ini dapat melibatkan 

penetapan standar emisi yang ketat, 

mendorong inovasi hijau, dan berinvestasi 

dalam infrastruktur rendah karbon untuk 

mengurangi biaya lingkungan dari 

pertumbuhan ekonomi. Mengingat dampak 

beragam keuangan Islam terhadap emisi 

karbon, ada kebutuhan untuk regulasi dan 

insentif yang lebih kuat untuk mengarahkan 

instrumen keuangan Islam menuju proyek 

yang benar-benar berkelanjutan. Pedoman 

khusus untuk sukuk hijau, misalnya, dapat 

memastikan bahwa keuangan Islam 

mendukung energi terbarukan dan sektor 

rendah emisi lainnya sambil menghindari 

investasi dalam industri yang padat bahan 

bakar fosil. 
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